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A kind of activities that must be done by rural government is to maintain the village 
development. The village development is conceptually regulated in Law No. 6 of 2014 
about the Villages. This study was based on the results of research on the evaluation of 
rural government in implementing village development priorities. This research was 
conducted in Payakabung Village, Indralaya Utara Sub-district, Ogan Ilir Regency. The 
main objective of the study was to know the extent of the conformity between the 
developments that has been implemented towards the ideal concept of village 
development in Law No. 6 of 2014 about the Village. The study used descriptive 
qualitative designs with individual analysis units consisting of the elements of rural 
government and local communities. The study used the concept of ex-post evaluation. 
The results of the study found that the implementation of priority programs of village 
development in Payakabung Village Ogan Ilir Regency has not been implemented 
optimally. From the five dimensions of village development under study, it is known 
that various problems arose in each of the dimensions of village development which 
showed the non-conformity towards the ideal concept of village development in the 
legislation. It highlights that the identified village development problems were the 
independence and weak village government's understanding of ideal village 
development, external factors beyond the control of the rural government, and the low 
level of community participation in some dimensions of village development. 
 





Salah satu bentuk kegiatan yang mesti dilakukan oleh pemerintah desa adalah 
mengawal pembangunan desa. Pembangunan Desa secara konseptual telah diatur di 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tulisan ini adalah tulisan 
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yang berdasarkan dari hasil penelitian mengenai evaluasi pemerintah desa di dalam 
melaksanakan prioritas pembangunan desa. Penelitian yang dilakukan mengambil 
lokasi di Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan 
utama penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara 
pembangunan yang telah dilaksanakan dengan konsep ideal mengenai pembangunan 
desa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Pelaksanaan penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan 
unit analisis individu yang terdiri dari unsur pemerintahan desa dan masyarakat 
setempat. Penelitian yang dilakukan menggunakan konsep evaluasi ex-post evaluation 
Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan program prioritas pembangunan desa 
di Desa Payakabung Kabupaten Ogan Ilir belum terlaksana dengan optimal. Dari lima 
dimensi pembangunan desa yang diteliti, diketahui bahwa berbagai persoalan muncul 
pada masing-masing dimensi pembangunan desa yang menunjukkan ketidaksesuaian 
dengan konsep ideal mengenai pembangunan desa di dalam peraturan perundangan. 
Secara garis besar persoalan pembangunan desa yang teridentifikasi adalah 
kemandirian dan pemahaman pemerintah desa yang lemah mengenai pembangunan 
desa yang ideal, faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah desa, dan 
rendahnya partisipasi masyarakat pada beberapa dimensi pembangunan desa. 
 
Kata kunci: Pembangunan Desa, UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa. 
 
LATAR BELAKANG 
Pembangunan pada prinsipnya adalah dapat diterjemahkan sebagai suatu 
proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis 
untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Seiring 
dengan bergulirnya paradigma desentralisasi dengan sistem otonomi daerah 
wilayah perdesaan juga menjadi target utama pelaksanaan pembangunan 
dalam sistem otonomi daerah. Di dalam sistem otonomi daerah substansi 
pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri 
dimana pemerintah dan pemerintah daerah mengambil posisi dan peran 
sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. 
Program pembangunan desa lebih bersifat partisipatif atau dikenal dengan 
istilah bottom-up. 
Pemerintah Republik Indonesia di dalam salah satu misinya adalah 
membangun wilayah pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk 
meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, 
ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, 
membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan 
pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan 
ekonomi pedesaan. Secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, 
penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 
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sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
Pembangunan desa sendiri pada tahapan pelaksanaan tidak dan relatif 
mengalami berbagai hambatan untuk dilaksanakan. Permasalahan yang 
dalamn pelaksanaan pembangunan desa dapat dimasukkan ke dalam 
beberapa permasalahan utama sebagai berikut (1) masih kurang 
berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses 
masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif, 
seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap 
pelayanan publik dan pasar; (2) masih terbatasnya pelayanan prasarana dan 
sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan 
prasarana lingkungan lain; (3) masih terbatasnya kapasitas kelembagaan 
pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk 
mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan; dan (4) masih 
kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan 
yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan 
kesenjangan pelayanan infrastruktur antar-wilayah. 
Seperti halnya di desa-desa lainnya, desa yang dijadikan lokasi penelitian 
ini yaitu Desa Payakabung yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir juga 
melaksanakan pembanguan desa. Berbagai tipe pembangunan desa dilakukan 
di desa ini dan memiliki arah perkembangan yang relatif baik. Akan tetapi 
perihal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kesesuaian semua 
pembangunan desa yang telah dilaksanakan maupun yang saat ini masih 
direncanakan dengan tipe ideal dari pembangunan desa yang disebutkan di 
dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Asumsi peneliti adalah bahwa 
pelaksanaan pembangunan yang menunjukkan pencapaian yang baik di desa 
ini belum tentu sejalan dengan tipe ideal dari pembangunan desa yang 
disebutkan di dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Dengan adanya asumsi tersebut, peneliti merumuskan fokus penelitian 
pada persoalan (1) mengetahui sesungguhnya pelaksanaan program prioritas 
pembangunan desa di Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara 
Kabupaten Ogan Ilir apabila ditinjau dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 
dan (2) melakukan identifikasi kendala-kendala yang menjadi penghambat 
pada pelaksanaan program prioritas pembangunan desa. 
 
KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN 
Penelitian yang dilakukan menggunakan konsep ex-post evaluation 
dengan acuan pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tentang Desa. Menurut 
Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat 
dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 
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yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan 
tersebut.  
Beralih pada aspek jenis kegiatan evaluasi kebijakan menurut Westra 
(1983:46-47) dengan mengacu pada dimensi waktu pelaksaaan evaluasi, ada 
tiga tipe evaluasi yang berkaitan dengan tingkatan-tingkatan program, yaitu: 
(1) Evaluasi Pra-program (ex-ante evaluation); (2) Evaluasi Tengah Berlangsung 
(on going/concurrent evaluation); dan (3) Evaluasi setelah berlangsung (ex-post 
evaluation). Penelitian ini tidak menggunakan konsep evaluasi sebagai full 
asessment pada program pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan ex-
post evaluation dengan mengevaluasi setelah program itu diimplementasikan 
untuk mengetahui seberapa jauh program itu dapat mencapai tujuan yang 
telah ditentukan oleh program itu. Tentu saja ex-post evaluation ini akan 
menggunakan data pembangunan desa yang sudah dilaksanakan minimal sejak 
3 (tiga) tahun terakhir. Secara praktis ex-post evaluation akan dilakukan 
dengan melihat hasil dari pembangunan desa yang sudah dilakukan dan 
dibandingkan dengan tipe ideal dari pembangunan desa yang ada di dalam 
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana 
tercantum di dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Penelitian ini menggunakan konsep program prioritas pembangunan desa 
berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program priotitas 
pembangunan desa meliputi (1) peningkatan kualitas dan akses terhadap 
pelayanan dasar; (2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan 
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 
tersedia; (3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (4) 
pengembangan-pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; 
dan (5) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa 
berdasarkan kebutuhan masyarakat.  
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Creswell 
(2010), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode 
untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 
sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. 
Jenis pendekatan yang digunakan di dalam desain kualitatif ini adalah kualitatif 
deskriptif. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan 
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta 
keterkaitan antara fenomena yang diselidiki (Natzir, 1983:63).  
Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan secara purposive 
yang ditetapkan secara sengaja dengan kriteria tertentu. Data yang diambil 
adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi pada 
lokasi penelitian, dan mempelajari dokumentasi yang berhubungan dengan 
program pembangunan desa. Pada level analisis data yang diperoleh akan 
dianalisis melalui teknik analisis data Model Interaktif Menurut Miles dan 
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Huberman. Penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber. Triangulasi 
dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 
berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331). Penarikan kesimpulan 
dilakukan setelah seluruh informasi dari data lapangan selesai dianalisis dan 
dimaknai secara kualitatif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembangunan Desa Dimensi Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap 
Pelayanan Dasar  
Dimensi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pembangunan pada bidang 
kesehatan dengan fokus pada program yang telah dilakukan oleh pemerintah 
desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan 
pada bidang pendidikan dengan fokus pada program yang telah dilakukan oleh 
pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pendidikan desa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan pada bidang 
kesehatan belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan kualitas dan akses 
terhadap masalah kesehatan di desa ini. Pelaksanaan pembangunan pada 
bidang kesehatan hanya meneruskan program skala nasional seperti 
keberadaan dokter umum dan bidan desa. Pemerintah desa baru sebatas 
menyediakan sarana polindes dan belum pada tahapan kegiatan atau 
pelayanan kesehatan yang berdasarkan sistem pendekatan edukatif masalah 
kesehatan. Idealnya pembangunan bidang kesehatan apabila merujuk pada UU 
No 6 Tahun 2014 adalah berpedoman pada prinsip-prinsip Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). PKMD seharusnya adalah berupa 
kegiatan atau pelayanan kesehatan yang berdasarkan sistem pendekatan 
edukatif masalah kesehatan melalui Puskesmas dimana setiap individu atau 
kelompok masyarakat dibantu agar dapat melakukan tindakan-tindakan yang 
tepat dalam mengatasi kesehatan mereka sendiri. 
Sementara untuk bidang pendidikan, Pembangunan pada bidang 
pendidikan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengupayakan untuk 
membangun lembaga pendidikan lainnya yang sifatnya non-formal yaitu 
Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA). Di desa ini juga sudah mendirikan lembaga 
Pendidikan Anak usia Dini (PAUD). Dari temuan penelitian diketahui bahwa 
pemerintah desa dalam kapasitasnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
bagi masyarakat desa adalah melalui jalur pendidikan informal maupun non-
formal. Hampir sejalan dengan bidang kesehatan, kegiatan pada bidang 
pendidikan juga sebenarnya adalah kegiatan pembangunan yang memang 
sudah direncanakan secara nasional dan bukan inisiatif pemerintah desa itu 
sendiri. 
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Pembangunan Desa Dimensi Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur 
dan Lingkungan 
Terdapat tiga bagian yang menjadi fokus pada dimensi ini yaitu (1) upaya 
pemerintah desa dalam melakukan pembangunan sekaligus pemeliharaan 
infrastruktur; (2) upaya pemerintah desa dalam melakukan pembangunan 
sekaligus pemeliharaan sanitasi desa; dan (3) upaya pemerintah desa di dalam 
melakukan pembangunan sekaligus pemeliharaan kondisi lingkungan desa. 
Temuan penelitian adalah bahwa pembangunan infrastruktur di desa ini 
selalu ada setiap tahun dengan sumber dana dari pemerintah maupun yang 
bersifat hibah dari pihak ketiga. Pemerintah desa setiap tahun selalu 
menyusun apa-apa saja yang harus dibangun yang berkaitan dengan 
infrastruktur dan termasuk perbaikan untuk infrastruktur. Pemerintah desa 
menyatakan bahw pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang 
pengadaannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan 
dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan ekonomi.  
Sementara untuk pembangunan dan pemeliharaan sanitasi desa, upaya 
pemerintah desa di dalam pembangunan sanitasi khususnya mengenai sanitasi 
lingkungan perdesaan adalah dengan menekankan akan kewajiban setiap 
rumah untuk memiliki WC tersendiri sehingga tidak lagi menggunakan tempat 
umm seperti sungai, kali, maupun danau untuk MCK. Desa Payakabung sudah 
mendapatkan sertifikat Open Deficiation Free (ODF). Sertifikat ODF 
menandakan bahwa desa ini sudah dinyatakan bebas dari warga yang buang 
air besar sembarangan. Pencapaian ini diperoleh adalah karena kesadaran 
masyarakat akan pentingnya MCK yang bersih dan pada tempatnya dan juga 
dikarenakan adanya WC Umum yang dibuat oleh pemerintah desa yang apat 
digunakan oleh masyarakat yang mungkin belum memiliki WC pribadi.  
Program prioritas pembangunan kesehatan untuk bidang sanitasi 
memang salah satunya menekankan akan kewajiban setiap rumah untuk 
memiliki WC tersendiri sehingga tidak lagi menggunakan tempat umm seperti 
sungai, kali, maupun danau untuk MCK. Dengan tertibnya kegiatan MCK warga 
maka kebersihan lingkungan dengan sendiri akan terjaga dan mencegah 
tumbuhnya benih-benih penyakit yang bersumber dari pembuangan kotoran.  
Bagian ketiga yaitu upaya pemerintah di dalam pemeliharaan kondisi 
lingkungan desa adalah melakukan kegiatan gotong-royong. Kegiatan ini 
dihimbau oleh pemerintah desa untuk diikuti oleh segenap masyarakat desa. 
Selanjutnya dalam hal pembangunan yang bersifat ke arah lingkungan 
pemerintah desa baru sebatas membangun yang sifatnya formal saja seperti 
selokan untuk mencegah banjir apabila musim penghujan, menghimbau warga 
untuk melakukan penghijauan termasuk untuk menanam tanaman yang 
berguna di pekarangan rumah.  
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Pembangunan Desa Dimensi Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala 
Produktif 
Terdapat dua bagian yang menjadi fokus pada dimensi ini yaitu 
bagaimana pemerintah desa meningkatkan hasil pertanian di desa dan 
bagaimana peran pemerintah desa dalam memasarkan komoditi hasil desa. 
Pada aspek peranan pemerintah desa di dalam meningkatkan hasil 
pertanian upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa di dalam meningkatkan 
hasil pertanian tidaklah secara langsung kepada program pertanian itu 
dikarenakan aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan 
pertanian/perkebunan karet banyak yang bersifat di luar kewenangan 
pemerintah desa. Pemerintah desa masih menekankan pembangunan pada 
dimensi ini terkait dengan infratruktur seperti pembuatan jalan setapak, 
pengerasan jalan, dan sebagainya. 
Pada aspek peranan pemerintah desa di dalam pemasaran hasil pertanian 
pemerintah desa baru akan melakukan pemasaran yang terkoordinir dengan 
merancang BUMDesa sebagai tempat pengelolaan kegiatan ekonomi desa.  
Hasil observasi di lapangan memang menunjukkan bahwa pola penjualan 
karet contohnya, memang dengan mengumpulkan hasil dari kebun untuk 
dihitung beratnya dan dijual kepada penjual yang sudah menjadi langganan. 
Prosedur pemasaran yang sendiri-sendiri ini salah satunya disebabkan oleh 
sistem produksi untuk barang yang dapat dijadikan produk unggulan ekonomi 
produktif belum ada. 
BUMDesa sebagai lembaga yang disiapkan oleh pemerintah desa untuk 
peningkatan perekonomian desa nantinya akan difokuskan pada pengelolaan 
pasar desa, pembentukan dan pengelolaan koperasi desa yang ditujukan untuk 
membeli hasil pertanian masyarakat desa, dan sebagainya. 
Pembangunan Desa Dimensi Pengembangan-Pemanfaatan Teknologi Tepat 
Guna (TTG) 
Fokus persoalan yang dimensi ini adalah jenis TTG apa yang sudah 
dimanfaatkan oleh masyarakat di desa ini untuk mendukung kegiatan sehari-
hari mereka dan bagaimana kemanfaatan dari TTG tersebut untuk warga. 
Penerapan prioritas pembangunan dengan dimensi TTG sesungguhnya 
merupakan hal yang relatif baru di dalam nuansa pembangunan desa. Hasil 
observasi peneliti menunjukkan bahwa di desa-desa lainnya juga menganggap 
bahwa penerapan TTG merupakan hal yang relatif baru. Pemerintah desa 
sendiri menyatakan bahwa TTG memang sudah ada yang diberikan dan dipakai 
oleh desa dan TTG tersebut umumnya merupakan hasil kegiatan penelitian 
ataupun hibah pengabdian dari pihak universitas-universitas yang ada di 
Sumatera Selatan.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pemahaman yang kurang tepat 
mengenai TTG yang bisa dimanfaatkan oleh desa. TTG dimaknai hanya sebatas 
penggunaan perangkat komputer (laptop) yang digunakan oleh perangkat desa 
di kantor desa. Secara ideal, Pemanfaatan suatu TTG di masyarakat harus 
melalui proses tahapan adaptasi dengan berdasarkan kondisi budaya, 
ekonomi, dan sosial masyarakat setempat.  Hal ini bertujuan untuk 
memudahkan terjadinya adopsi dalam alih teknologi oleh masyarakat 
pengguna TTG.  Luarannya tentu saja adalah pemanfaatan TTG akan bersifat 
dinamis karena dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat, potensi 
sumber daya alam, dan teknologi yang digunakan secara teknis diserap dan 
dipelihara serta dikembangkan sendiri oleh masyarakat yang akan berpotensi 
membuka lapangan kerja baru, bersifat produktif dan memiliki nilai tambah 
yang secara ekonomis serta mampu menghasilkan produk yang diserap pasar. 
Pembangunan Desa Dimensi Peningkatan Kualitas Ketertiban dan 
Ketenteraman Masyarakat Desa 
Pada dimensi ini fokus persoalan langsung kepada bagaimana upaya 
pemerintah desa di dalam menjaga kualitas ketertiban dan ketenteraman 
masyarakat desa.  
Upaya yang telah dilakukan pemerintah desa untuk menciptakan 
ketertiban dan ketenteraman di desa dengan bentuk kegiatan yang dilakukan 
adalah siskamling. Walaupun hanya siskamling namun kegiatan ini dilakukan 
secara berskala dan semua masyarakat ikut turun terlibat di dalam kegiatan ini. 
Strategi peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman desa yang 
dilakukan oleh pemerintah desa selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan 
peranan organisasi di desa misalnya Karang Taruna.  
Pemerintah desa dalam hal tindakan preventif dapat melibatkan semua 
komponen yang ada di desa untuk meningkatkan kualitas ketertiban dan 
ketenteraman desa. Sinergi yang terus menerus dijaga melalui berbagai 
kegiatan bersama, menjaga netralitas dan keadilan di dalam meberikan 
pelayanan, serta mengoptimalkan peranan tokoh adat dan tokoh masyarakat 
sebagai media pencegah konflik horizontal adalah bentuk-bentuk tindakan 
yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan kapasitasnya. 
Partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk kegiatan pada dimensi ini 
sudah ada meskipun belum optimal. Masyarakat sudah bisa diarahkan untuk 
mau turut serta menjaga lingkungannya. Pemerintah desa memberikan 
penjelasan agar mereka mengetahui bahwa dari kegiatan ini keuntungannya 
adalah lingkungan tempat tinggal mereka menjadi lebih nyaman dan 
keamanannya menjadi lebih terjaga.  
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Kendala-kendala Pada Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa  
Analisis pada bagian ini dilakukan dengan menggabungkan jawaban 
informan yang khusus menjawab mengenai kendala-kendala yang menjadi 
penghambat pada pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Desa, 
melakukan identifikasi pada jawaban-jawaban informan penelitian, dan 
melakukan identifikasi pada hasil observasi dan studi dokumentasi pada saat 
penelitian. Terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat pada 
Program Prioritas Pembangunan Desa di Desa Payakabung yang telah yang 
telah berhasil diidentifikasi. 
Pada dimensi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar 
kendala yang ditemukan adalah bahwa Pemerintah Desa Payakabung belum 
mampu untuk membentuk secara mandiri pelayanan dasar yang terpisah dari 
program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun 
provinsi/kabupaten. Pada aspek peningkatan kualitas kesehatan misalnya, 
pemerintah desa seharusnya berpedoman pada prinsip-prinsip Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Pemerintah desa harus mampu untuk 
memprakarsai program kesehatan dengan merujuk pada prinsip PKMD ini dan 
terpisah dari program-program yang sudah dicanangkan secara nasional 
maupun provinsi/kabupaten. 
Kendala kedua yaitu pada dimensi pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur dan lingkungan adalah belum luasnya pemahaman pemerintah 
desa mengenai persoalan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan. 
Pemeliharaan lingkungan hanya dimaknai dengan melakukan kegiatan 
bersama-sama di dalam bidang kebersihan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat desa (kegiatan gotong-royong kebersihan). Tentu apabila 
penguatan pemahaman diberikan kepada pemerintah desa maka mereka tidak 
akan kesulitan untuk mengetahui batasan dan ruang lingkup kegiatan 
pembangunan dan pemeliharaan lingkungan di desa. Penguatan pemahaman 
diperlukan karena pemeliharaan kondisi lingkungan desa juga akan 
berhubungan dengan bagaimana perilaku masyarakat desa dalam berinteraksi 
dengan lingkungan desa.  
Kendala ketiga yaitu pada dimensi pengembangan ekonomi pertanian 
berskala produktif adalah kendala yang berhubungan dengan kebijakan 
pemerintah nasional/daerah. Dengan komoditas utama adalah karet, 
pengembangan ekonomi produktif di desa ini adalah dengan mengefektifkan 
produksi karet dari kebun-kebun yang dimiliki oleh warga. Persoalan yang 
muncul adalah mahalnya harga pupuk yang tentu saja tidak bisa dikendalikan 
oleh pemerintah desa karena kebijakan penetapan harga pupuk adalah 
kebijakan yang bersifat nasional. Akibatnya, ketika ada keinginan dan program 
dari pemerintah desa untuk menggalakkan hasil produksi karet seketika akan 
terbentur dengan harga pupuk yang tinggi dan termasuk juga harga peralatan 
dan sarana pertanian yang relatif mahal. Dari sisi internal pemerintah desa 
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kendala yang terjadi adalah hingga saat ini pemerintah desa belum mampu 
menyediakan sentral penjualan hasil komoditas yang dikelola oleh pemerintah 
desa. 
Kendala selanjutnya adalah pada dimensi pengembangan dan 
pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Persoalan yang terjadi untuk 
dimensi ini adalah pemahaman mengenai TTG yang belum sepenuhnya 
dipahami oleh pemerintah desa. Lemahnya pemahaman mengenai TTG ini 
menjadi persoalan belum tersedianya TTG yang dapat digunakan di Desa 
Payakabung. Kendala lainnya adalah persoalan lemahnya sumber daya 
manusia di dalam pemanfaatan TTG dengan jenis teknologi informasi. Salah 
satu bentuk penggunaan teknologi informasi adalah penggunaan laptop dan 
koneksi pada internet. Sumber daya manusia yang tidak mendukung akan 
keberadaan teknologi ini menjadikan pemanfaatan akan teknologi ini tidak 
efektif. Hanya sebagian saja dari perangkat desa yang memiliki kemampuan 
untuk menggunakan laptop dan internet yang tersedia untuk pemerintah desa. 
Kendala yang terakhir adalah pada dimensi peningkatan kualitas ketertiban 
dan ketenteraman masyarakat desa. Persoalan utama yang muncul disini 
adalah masih partisipasi masyarakat untuk turut serta meningkatkan 
ketertiban dan ketenteraman lingkungan desa belum maksimal. Dari hasil 
penelitian diperoleh informasi bahwa masyarakat hanya berpartisipasi pada 
kegiatan-kegiatan khusus yang telah dijadwalkan saja seperti sistem keamanan 
keliling (siskamling) dengan metode jaga malam, kegiatan kebersihan bulanan 
yang melalui gotong-royong, dan sejenisnya. Pemerintah desa harus mampu 
menciptakan berbagai bentuk stimulus untuk mampu membangkitkan rasa 
kebersamaan dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan peningkatan 
kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat.  
 
KESIMPULAN 
Ada beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan: 
1. Berdasarkan pendekatan ex-post evaluation dapat disimpulkan  bahwa 
pelaksanaan program prioritas pembangunan desa di Desa Payakabung 
Kabupaten Ogan Ilir belum terlaksana dengan optimal dan dengan sesuai 
berdasarkan konsep ideal dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
Pemerintah Desa Payakabung dalam menyikapi pembangunan desa masih 
melaksanakan konsep pembangunan desa dengan metode yang umum 
dan hanya pada beberapa dimensi saja dari pembangunan desa yang 
dilaksanakan relatif mendekati dengan apa yang diharapkan oleh Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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2. Secara garis besar kendala-kendala di dalam penerapan pembangunan 
desa yang ideal berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah (1) 
belum mampunya pemerintah desa untuk umembentuk secara mandiri 
pelayanan dasar yang terpisah dari program yang sudah dicanangkan oleh 
pemerintah pusat maupun provinsi/kabupaten; (2) belum luasnya 
pemahaman pemerintah desa mengenai persoalan pemeliharaan 
infrastruktur dan lingkungan; (3) adanya faktor penghambat yang berada 
di luar kendali pemerintah desa ketika akan mengefektifkan 
pembangunan pada sektor pertanian dan peningkatan hasil komoditas 
desa dan sekaligus juga belum optimalnya peranan pemerintah desa di 
dalam menyiapkan sentral penjualan komoditas desa; (4) masih lemahnya 
pemahaman dan aspek sumber daya manusia baik dari unsur pemerintah 
desa maupun masyarakat desa mengenai pemanfaatan Teknologi tepat 
Guna (TTG); dan (5) masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk turut 
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